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BERITA DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 32                                                TAHUN : 2018 

 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR  32  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA 

DI KABUPATEN KULON PROGO  
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KULON PROGO, 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan budaya 

pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 
telah ditetapkan Peraturan  Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 
tentang Budaya Pemerintahan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya 
Pemerintahan; 

b. bahwa agar nilai-nilai budaya pemerintahan 
dapat terimplementasi ke dalam diri pribadi 
aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo, perlu menyusun Pedoman 
Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan 
SATRIYA di Kabupaten Kulon Progo; 

 
Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari 
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta; 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2015; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan 
Budaya Kerja; 

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang 
Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta  Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah; 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA 
DI KABUPATEN KULON PROGO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Budaya Pemerintahan adalah nilai dan 
kebiasaan kerja yang dibakukan sebagai 
standar perilaku kerja aparatur dalam rangka 
memberi arah pencapaian visi dan misi 
organisasi. 

2. SATRIYA adalah Budaya  Pemerintahan Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang diberlakukan di 
Kabupaten Kulon Progo. 

3. Aparatur adalah penyelenggara pemerintahan 
yang dalam menjalankan tugas kenegaraannya 
dibiayai dan digaji oleh Negara. 

4. Sosialisasi adalah proses memberikan 
pemahaman yang mendorong aparatur 
melaksanakan nilai budaya pemerintahan. 

5. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-
nilai yang terkandung di dalam budaya 
pemerintahan pada tiap perangkat daerah. 

6. Kelompok Budaya Pemerintahan adalah 
kelompok kerja untuk mempercepat proses 
internalisasi dan implementasi  nilai-nilai 
budaya pemerintahan di Perangkat Daerah/Unit 
Kerja/Instansi lain masing-masing.  

7. Agen Perubahan (agen of change) adalah 
individu yang terdiri atas para pejabat 
dan/pegawai yang dijadikan contoh dan 
panutan baik dalam integritas maupun 
kinerjanya yang tinggi. 
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8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

10. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Daerah melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Kulon Progo. 

12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu 
sebagai pedoman untuk melaksanakan Budaya 
Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Kulon 
Progo.  

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu 
untuk : 

a. pedoman Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/ BUMD dalam melaksanakan dan 
mengimplementasikan nilai-nilai  luhur 
budaya pemerintahan di lingkungan 
kerjanya; 

b. memberikan deskripsi penjabaran indikator 
nilai-nilai budaya pemerintahan ke dalam 
sikap dan perilaku sehari-hari baik dalam 
pelaksanaan tugas maupun dalam 
kehidupan sehari-hari; dan  
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c. mendorong/mempercepat perubahan pola 
pikir, sikap dan perilaku pegawai sesuai 
dengan nilai-nilai budaya pemerintahan. 

 

BAB   II 

PELAKSANAAN BUDAYA PEMERINTAHAN  
 

Pasal 3 

(1) Budaya Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo 
yaitu SATRIYA. 

(2) Penjabaran dasar filosofis dan penjabaran nilai-
nilai SATRIYA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Huruf A dan Lampiran Huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

BAB III 

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI  
 

Pasal  4 

Dalam pelaksanaan implementasi Budaya 
Pemerintahan dilakukan sosialisasi dan 
internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan yang 

dilakukan oleh semua Perangkat Daerah/ 
Pemerintah Desa/BUMD. 
   

Pasal  5 

Internalisasi nilai Budaya Pemerintahan 
dilaksanakan secara periodik terus menerus guna 
membangun penerimaan, keterlibatan dan 
komitmen seluruh aparatur. 
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Pasal  6 

Kepala Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/BUMD 
bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi 
nilai Budaya Pemerintahan di lingkungan kerja 
masing-masing. 
 

BAB IV 

KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN 
 

Pasal 7 

(1) Sebagai upaya percepatan implementasi dan 
internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan,  
dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan pada 
tiap Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/BUMD 

(2) Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ 
Pemerintah Desa/BUMD. 

(3) Susunan keanggotaan Kelompok Budaya 
Pemerintahan  sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagai berikut : 

a. Sekretariat DPRD 

1. Penanggung Jawab : Sekretaris  

2. Ketua : Kepala Bagian 

Umum 

3. Sekretaris : Pejabat 
Struktural 
Eselon IV 

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Sub Bagian. 
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b. Dinas 

1. Penanggung Jawab : Kepala  

2. Ketua : Sekretaris  

3. Sekretaris : Pejabat 
Struktural 
Eselon IV di 
Sekretariat 

4. Anggota : Perwakilan 
dari masing-
masing Bidang. 

 

c. Badan 

1. Penanggung Jawab : Kepala  

2. Ketua : Sekretaris  

3. Sekretaris : Pejabat 
Struktural 
Eselon IV di 
Sekretariat 

4. Anggota : Perwakilan 
dari masing-
masing Bidang. 

 
d. Rumah Sakit Umum Daerah  

1. Penanggung Jawab : Direktur 

2. Ketua : Wakil Direktur 
Umum dan 
Keuangan atau 
Kepala Sub 
Bagian Tata 
Usaha 

3. Sekretaris : Kepala Bagian 
Umum atau 
Pejabat 
Struktural 
Eselon IV  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Bagian  atau 
Sub Bagian 
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e. Kantor 

1. Penanggung Jawab : Kepala  

2. Ketua : Kepala Sub 
Bagian Tata 
Usaha 

3. Sekretaris : Pejabat 
Struktural 

Esselon IV  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Seksi 

 
f. Sekretariat Daerah 

1. Penanggung Jawab : Sekretaris 
Daerah 

2. Ketua : Asisten 
Administrasi 
Umum 

3. Sekretaris : Kepala Bagian 
Umum  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Bagian 

 
g. Kecamatan 

1. Penanggung Jawab : Camat 

2. Ketua : Sekretaris  

3. Sekretaris : Pejabat 
Struktural 
Eselon IV  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Sub 
Bagian/Seksi 
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h. Kelurahan/Unit Pelaksana Tenis 

1. Penanggung Jawab : Lurah/Kepala 

2. Ketua : Sekretaris/ 

Kepala Sub 
Bagian Tata 
Usaha  

3. Sekretaris : Pejabat 

Struktural 
Eselon IV  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Sub 
Bagian/Seksi 

 
i. BUMD 

1. Penanggung Jawab : Direktur 

2. Ketua : Wakil Direktur 
Umum/Kepala 
Bagian Umum 

3. Sekretaris : Kepala Sub 
Bagian  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Seksi 

 
j. Desa 

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa 

2. Ketua : Sekretaris Desa 

3. Sekretaris : Kepala Urusan 
Umum  

4. Anggota : Perwakilan dari 
masing-masing 
Urusan/Seksi 
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Pasal 8 

(1) Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7  ayat (1) mempunyai 
tugas : 

a. menyusun rencana aksi (action plan) 
Implementasi Budaya Pemerintahan; 

b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai 
Budaya Pemerintahan secara rutin di 
lingkungan kerjanya; 

c. melakukan upaya meningkatkan 
pemahaman dan menyamakan persepsi 
dalam mengimplementasikan nilai-nilai 
SATRIYA; 

d. melakukan inventarisasi permasalahan 
yang terjadi di lingkungan kerjanya dan 
melakukan upaya untuk mencari 
pemecahan/jalan keluar yang terbaik; 

e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan 
sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; 

f. menyusun laporan pelaksanaan rencana 
aksi (action plan) implementasi Budaya 
Pemerintahan; dan 

g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/ 
Pemerintah Desa/BUMD yang membidangi 
bidang keorganisasian untuk melaksanakan 
monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan Budaya Pemerintahan. 

(2) Laporan pelaksanaan rencana aksi (action 
plan) implementasi Budaya Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,  
disampaikan   kepada Kepala Perangkat 
Daerah/Pemerintah Desa/ BUMD 1 (satu) kali 
dalam 1(satu) tahun. 

(3) Format laporan pelaksanaan rencana aksi 
(action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran Huruf C yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB V 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Budaya 
Pemerintahan dilakukan pemantauan dan 
evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim 
Pemantau dan Evaluasi yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB VI 

PELAPORAN 
 

Pasal 10 

(1) Kepala Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/BUMD melaporkan  pelaksanaan kegiatan 
Budaya Pemerintahan kepada Bupati melalui 
Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/BUMD yang 
membidangi bidang keorganisasian. 

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi kelompok 
budaya pemerintahan dilaporkan kepada  
Bupati dengan tembusan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta  

(3) Penyusunan laporan dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 

 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal  2  Mei  2018 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
HASTO WARDOYO 

 
Diundangkan di Wates 
pada tanggal  2  Mei  2018 
 
     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                 Cap/ttd 

 
            ASTUNGKORO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2018 NOMOR 32  
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR  32 TAHUN 2018 
TENTANG 
BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA 
DI PEMERINTAH KABUPATEN 
KULON PROGO 
 

A. PENJABARAN DASAR FILOSOFI SATRIYA 

Landasan Filosofi Budaya Pemerintah SATRIYA adalah 
“Hamemayu Hayuning Bawana”, merupakan cita-cita luhur 
untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat 
Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. 

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna 
sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina 
keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk 
masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. 

SATRIYA memiliki 2 (dua) makna : 

1. SATRIYA sebagai watak kSATRIYA yang memiliki sikap 
memegang teguh ajaran moral sawiji, greget, senggguh ora 
mingkuh dan semangat golong gilig. 

2. SATRIYA sebagai akronim dari Selaras, Akal budi luhur, 
jati diri, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, 
Yakin percaya diri dan Ahli profesional. 

Nilai-nilai budaya pemerintahan SATRIYA yang terjabarkan 
dalam indikator perilaku tersebut dalam aktualisasinya 
tercermin pada : 

a. Pemahaman terhadap makna bekerja. 

b. Sikap terhadap pekerjaan atau yang dikerjakan. 

c. Sikap terhadap lingkungan pekerjaan. 

d. Sikap terhadap waktu. 

e. Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja. 

f. Etos Kerja. 

g. Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan. 



 14 

Manfaat Budaya Pemerintahan bagi pegawai maupun bagi 
lingkungan kerjanya adalah : 

1. Melembaganya nilai-nilai Budaya Pemerintahan SATRIYA 
ke dalam diri pribadi Pegawai  di Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo yang dapat diwujudkan dalam sikap dan 
perilaku Pegawai  dalam pelaksanaan tugas maupun dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

2. Meningkatkan kerjasama antar individu, antar kelompok 
dan antar unit kerja. 

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan 
keselarasan dalam organisasi. 

4. Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja. 

5. Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif. 

6. Mengeliminir hambatan-hambatan psikologis dan 
kultural;dan 

7. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga 
merangsang kreatifitas pegawai dan pada akhirnya 
meningkatkan kinerja instansi dan peningkatan pelayanan 
publik. 
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C. PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI (ACTION PLAIN) 

1. Tahapan Pelaksanaan Budaya Pemerintahan 

a. Tahap I : Perumusan nilai-nilai Budaya Pemerintahan 

Tahap ini sudah dilaksanakan dengan ditetapkannya 
Budaya SATRIYA sebagai Budaya Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo. 

b. Tahap II : Implementasi Budaya Pemerintahan 

- Deklarasi, Sosialisasi dan Internalisasi nilai-nilai 
budaya pemerintahan. Proses sosialisasi dan 
internalisasi harus dilaksanakan secara terus 
menerus.  

- Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan 
SATRIYA sebagai upaya percepatan implementasi 
dan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan. 

c. Tahap III : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Budaya Pemerintahan. 

- Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan 
Tingkat Kabupaten sebagai upaya untuk 
melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk 
mengetahui seberapa besar yang dicapai oleh 
Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/BUMD dalam 
implementasi budaya pemerintahan SATRIYA. 

- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara 
periodik. 

d. Tahap IV : Pelaporan 

- Pelaporan pelaksanaan Budaya Pemerintahan 
SATRIYA dilaksanakan oleh Kelompok Budaya 
Pemerintahan pada tiap Perangkat 
Daerah/Pemerintah Desa/BUMD kepada Kepala 
Perangkat Daerah/Pemerintah Desa/BUMD. 

- Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang 
dilaksanakan oleh Kelompok  Budaya 
Pemerintahan Tingkat Kabupaten dilaporkan 
kepada Bupati selanjutnya Bupati melaporkan 
kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. 
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2. Tugas  Kelompok Budaya Pemerintahan Dalam 
Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA pada tiap 
Perangkat Daerah 

a. Langkah I : Pelaksanaan Internalisasi Budaya 
Pemerintahan  

- Kelompok Budaya Pemerintahan dapat 
menjelaskan tentang konsep (filosofi, nilai-nilai) 
yang terkandung dalam nilai budaya pemerintahan 
kepada pegawai di lingkungan kerjanya. 

- Menanamkan keterbukaan dan kesadaran untuk 
menerima konsep budaya pemerintahan. 

- Komitmen dari semua pihak. 
 

Format isian A : Jadwal Pelaksanaan Internalisasi Budaya 
Pemerintahan 

No Kegiatan Tema 
Waktu 

Pelaksanaan 
Penanggung 

Jawab Teknis 

     

     

     

 
Kulon Progo,...................... 
Ketua Kelompok Budaya 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/BUMD  
 
 
................................ 

 
        Keterangan : 

Kolom 1 : nomor urut 

Kolom 2 : diisi rencana kegiatan internalisasi 

Kolom 3 : tema kegiatan, bisa mengambil dari indikator 
SATRIYA 

Kolom 4 : diisi pejabat yang bertanggung jawab 
terhadap terselenggaranya internalisasi  
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b. Langkah II : Inventarisasi Permasalahan 

- Menginventarisir permasalahan 

- Pengumpulan data dan informasi 

- Menentukan permasalahan yang akan 
diprioritaskan pemecahannya 

- Analisa terhadap masalah yang terjadi 
(kesenjangan, faktor yang berpengaruh dan 
kerugian/akibat yang ditimbulkan) 
 

Format isian B-1 : Daftar Inventarisir Permasalahan 

No Masalah Dampak 

Analisa 
Sebab 
Akibat 

Kategori 

(Penting, 

sedang, tidak) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
Kulon Progo,........................ 
Ketua Kelompok Budaya 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/BUMD 
 
 
................................ 

       
Keterangan : 

Kolom 1 : nomor urut 

Kolom 2 : Permasalahan aktual riel yang dihadapi dan 
menimbulkan dampak negatif 

Kolom 3 : Dampak negatif yang diakibatkan oleh 
masalah tersebut 

Kolom 4 : Penyebab timbulnya masalah dilihat dari 
manusia, metode, alat, materi, anggaran 

Kolom 5 : Pengkategorian masalah sesuai prioritas yang 
perlu ditangani lebih dahulu 



 35 

 
 
 
 

Format isian B-2 : Daftar Prioritas Permasalahan 

No 
Prioritas 
Masalah 

Usulan Pemecahan 
Masalah 

Keterangan  

1 2 3 4 

    

    

    

 
Kulon Progo,...................... 
Ketua Kelompok Budaya 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/BUMD 
 
................................ 

 
Keterangan : 

Kolom 1 : nomor urut 

Kolom 2 : Prioritas masalah diambil dari Form B-1 

kolom 5 

Kolom 3 : Usulan kegiatan untuk memecahkan masalah 

Kolom 4 : Diisi kejelasan yang diperlukan 
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c. Langkah III : Penyusunan Daftar Rencana Aksi (action plan) 

Menyusun rencana aksi (action plan) yang dapat 
menjawab 5W +H 

 
Form B-3 Daftar rencana aksi (action plan)) 

No Masalah 
Kegiatan 
yg harus 

dilakukan 

tujuan Tempat  waktu cara Penanggung 

 jawab 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
Kulon Progo,...................... 
Ketua Kelompok Budaya 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/BUMD 
 
 
................................ 

 
Keterangan : 

Kolom 1 : nomor urut 

Kolom 2 : Masalah aktual (dari form B-2 kolom 2) 

Kolom 3 : Kegiatan yang harus dilakukan untuk 
memecahkan masalah (dari form B-2 kolom 3) 

Kolom 4 : Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan 
yang dilakukan 

Kolom 5 : Tempat pelaksanaan kegiatan 

Kolom 6 : Waktu pelaksanaan kegiatan 

Kolom 7 : Tahapan cara melaksanakan kegiatan 

Kolom 8 : Pejabat penanggungjawab pelaksanaan 
kegiatan 
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d. Langkah IV : Pelaksanaan rencana aksi (action plan)) 
Tahapan melaksanakan rencana aksi (action plan): 
- Melaksanakan rencana aksi (action plan) 
- Memantau pelaksanaan rencana aksi (action plan) 
- Melakukan koreksi/perbaikan 

 
Form : pemantauan pelaksanaan rencana aksi (action plan) 

No Permasalah Kegiatan  
Kendala Pada Saat 

Pelaksanaan   

Tindak 

Lanjut 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
Kulon Progo,...................... 
Ketua Kelompok Budaya 
Pemerintahan 
Perangkat Daerah/Pemerintah 
Desa/BUMD 
 
 
 
................................ 

 

Keterangan : 

Kolom 1 : nomor urut 

Kolom 2 : Diambil dari Form B-3 kolom 2 

Kolom 3 : Diambil dari Form B-3 kolom 3 

Kolom 4 : Diisi kendala yang dihadapi dalam 
menyelesaikan masalah 

Kolom 5 : Diisi tindak lanjut yang akan dilakukan 
berdasarkan hasil evaluasi 
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e. Langkah V : Evaluasi Pelaksanaan rencana aksi (action 
plan) 

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi 
(action plan) 

- Menindak lanjut hasil evaluasi 

- Menyusun laporan pelaksanaan  
 

 

Wates, 2  Mei  2018 

BUPATI KULON PROGO, 
 

Cap/ttd 
 

HASTO WARDOYO 
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